
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 13 TAHON 2007 

TENTANG 

PEDOMAN PELA YANAN UMUM DI KANTOR BERSAMA 
PELA YANAN PERIJINAN SATU ATAP KOTA MOJOKERTO 

I 

I 
W ALIKOTA MOJOKERT9 

I 

a. bahwa dalam rangka meningk�tkan pelayanan Pemerintah 
Kota Mojokerto kepada m�yarakat utamanya dalam 
pelayanan umum di Kantor Bersama Pelayanan Perijinan 
Satu Atap Kota Mojokerto yang proses pelayanan 
perijinannya tidak berbelit-belit dan transparan; 

i b. bahwa sehubungan dengan i maksud huruf a, maka 
dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Umum 
di Kantor Bersama Pelayanatj Perijinan Satu Atap Kota 
Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan 
Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 

· 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 
3. Undang-Undang Nomor 5 , Tahun 1984 tentang 

Perindustrian Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu- 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

I 

Negara Republik Indonesia Notnor 3480); 
I 

5. Undang-Undang Nomor 23 Talmn 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

Mengingat 

Menimbang 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548)

1; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin 
Usaha Industri {Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352); 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 
tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang- 
Undang bagi Perusahaan Industri; 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

12.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

I 
13.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 
14.Peraturan Gubemur Jawa Tnhur Nomor 14 Tahun 2006 

tentang Petunjuk Pelaksanaati Peraturan Daerah Propinsi 
Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan 
Publik di Propinsi Jawa Tim,; 

I l 
I 
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I 

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 1961 
tentang Mendirikan/Memperbaiki dan Membongkar 
Bangunan-bangunan; 1 

16. Peraturan Daerah Kota Mojoferto Nomor 10 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ijin Gangguan; 

17. Peraturan Daerah Kota Mojo�erto Nomor 11 Tahun 2002 
tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan; 

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ij in Trayek; 

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ij in ! dalam Bi dang Industri, 
Perdagangan dan Penanaman Modal; 

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 
tentang Retribusi ljin Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum: ' 

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Pajak Reklame; 

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi; 

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 
tentang Ij in Lokasi; 

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame; 

25. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap. 

l 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG 
KANTOR BERSAMA PELAYANAN PERIJINAN SATU 
ATAP KOTA MOJOKERTO 

Pasal 1

1 
I 

Pelayanan umum di Kantor Bersama Pelayanan Perijinan 
Satu Atap Kota Mojokerto meliputi 11 (sebelas) jenis 
pelayanan perijinan yang terdiri dari : 
1. Ijin Mendirikan Bangunan; 
2. Ijin Gangguan; 
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3. Ij in Trayek; 
4. Ijin Usaha Industri; 
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan; 
6. Ijin Tanda Daftar Industri; 
7. Ijin Tanda Daftar Gudang; 
8. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 
9. ljin Reklame; 

10. Ijin Usaha Jasa Konstruksi; 
11. Ij in Lokasi. 

Pasal i 
! 

Selain Pelayanan Umum di Kantor Bersama Pelayanan . 
Perijinan Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
secara bertahap akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota Mojokerto. 

! 
Pasal 3 

(1) Pedoman Pelayanan Umum Kantor Bersama Pelayanan 
Perijinan Satu Atap terdiri: 
a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan 

Umum di Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu 
Atap Kota Mojokerto. 

b. Biaya/Retribusi Pelayanan Umum di Kantor Bersama 
Pelayanan Perijinan Satu Atap Kota Mojokerto. 

c. Standar Waktu penyelesaian pelayanan umum di 
Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap Kota 
Mojokerto. 

(2) Pedoman Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan ini. 1 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 
13 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan 
Kembali Prosedur Tatalaksana Perijinan dilingkungan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 
sepanj ang yang telah diatur dalam Peraturan W alikota ini 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Moj okerto 

padatanggal 20 Agustus 2007 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal" 20 Agustus 2007 

SEKREl=�RIS H KOTA MOJOKERTO 
;..,,. 

./)� 

I 
.. i 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 7/G 

Saillinan sesual d engan as 'i nya 
KEPALA BA.GIAN HUKUM. 

ttd 

PUDJI HARDJONOr SH 
NIP'. 196007.2 9

1 198 5 03 1 007 
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